
. 8 bahwa Kepulusan Menlen Negara Pendayagunaan Aparalur Negara
Nomor. 551KEP/M.PANJ7/2003 lenlang Jabalan Fungsional Polisl
Kehulanan dan Angka Kredllnya sudah Udak sesual dengan
tuntutan petaksanaan lugas penlndungan dan pengamanan hulan
serta peredaran hasil hulan. pengembangan karler dan penlngkalan
profesionamas Polisi Kehulanan;

b. banwa oeroasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam
hurul a, pellu mongalur kambalilabalan lung,lonal Polisl Kehutanan
dan Angka Kreditnya dengan Peraluren Menlen Negara
PenclayagunaanAparalur Negara dan Relonmasi Birokrasi;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lenlang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor
3041), sebagaimana letah dlubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Nogara RepubllK Indonesia Tahun 1999
Nomor 169. Tambahan lambaran Negars Republik Indonesia
Nomor 3890);
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2. Undall9.Undang Nomor 5 Tahun 1990 lentall9 Konservasl Sumber
Daya Alam Hayali dan Ekosostemnya (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419):

3. Undang·Undang Nomor 41 Tahlln 1999 tenlang Kehulanan
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000)
sebagalmana lelah diubah dengan Undang·Undang Nomor 19
Tahun 2004 lenlang Penelapan Peraluran Pemerinlah Pengganll
Undall9·Undang NOmoI 1 Tahun 2004 lentall9 Perubanan Atas
Undall9·Undang Nomor 41 Tahun 1999lenlang Kehulanan Menjadi
Undang·Undang (Lembaran Negars Republfk Indonesia Tahun 2004
Nomor 86. Tambahan t.embaran Negara Republik Indonesia Nomar
4412).

4. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerlnlahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana lelah diubah dengan Undang.Undang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Penetapan Peratoran Pemenntah Pengganti Undall9'
Undall9 Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perubahan Alas Undall9'
Undall9 NolTlO<32 Tahun 2004 lenlang Pemeriotahan Daerah
Menladl Undang·Undang (Lembaran Negara Republlk tnocnesra
Tahun 2005 Nomor108),

5, Peraluren Pemerinlah Nomor 4 Tahun 1966 lenlang
Pemberhentlan'PemberhentranSementara Pegawai Negerl SlpJi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
TambahanLembaranNegaraRepubhkIndonesiaNomor2797):

6. PeraturanPemennlahNomor7 Tahun1977 lenlang PeraluranGall
PegawalNegenSipil (LembaranNegaraRcpubhkIndonesiaTahun
1977Nomor 11. TambahanLembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 3098). sebagaimanalelah dua belas kali diubah lerakhlf
dell9an Peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2010 (Lembaran
NegaraRepubhkIndonesiaTahun2010Nomor31):

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungslonal Pegawal Nege" $Ipll (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara
RepubllktndonesraNomor3547)scbagalmanatelahdiubahdengan
Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 2010 (LembaranNegata
Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan LemOOran
Negata RcpubhklnoonesiaNomor5121).
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8. Peratu,en Pemerintah Noma< 97 Tahun 2000 tentang Foonas.
Pegewa; Negen Sipil (tembaran Nega,a Repubhk Indonesra Tahun
2000 Noma, 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Noma, 4015), sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan
Pemerintah Noma, 54 Tahun 2003 (t.embarsn Nega,a Republlk
Indonesia Tanun 2003 Nomor 122, Tambahan t.embaran Nega,a
Republik Indonesia NomoI 4332):

9. Peratu,an Pemenntah Nomo, 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawa. Negen Sipil (lemba,an Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomo' 195, Tambahan lemba,an Nega,a Republik IndoneSIa
Noma, 4016) sebagaunana lelah d.ubah dengan Peraturan
Pemennt,h Nomor 11 Tahun 2002 (lembaran Nega,a Republlk
indonesta Tahun 2002 Nomo, 31, Tambahan temearan Neg"a
Republlk lneonesra Noma, 4192):

10,Peraturan Peme,intah Nomor gg Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkal Pegawai Negen Slpll (Lembaran Nega'a Repubhk
Indonesia Tahun 2000 NomOI 196, Tambahan Lembaran Nega,a
Repubhk Indonesia Noma, 4017) sebagaimana telah dlubah
dengan Pe,aturan Pemenn"'h Nomo, 12 Tahun 2002. (Lemba,an
Nega,a Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
t.emearen Negara Republik IndoneSiaNomor 4193):

11 Pe,aturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidlkan
dan Pelatlhan Jabatan Pegawal Nagen Sipll (t.embaran Nega,a
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4019):

12.Persturan Pemerintah NomOI 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkalan. Pemindahan. dan Pemberhenlian Pegawal Nagen
Sipil (t.embaran Negara Republik Indones.a Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Pelaturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 (Lembaran Nega,a Repubhk Indonesia Tahun 2009
Nomor 164),

13,Peraluran Pemerlntah Noma, 45 Tahun 2004 tentang Pe'lindungan
Hutan (Lernbaran Nega,a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo'
147. Tambahan t.embaran Nega,o Republik Indonesia Nomor
4453),

14 Peraturan Pemenntah Noma, 53 Tahun 2010 tentang Olslphn
Pegawal Negen Sipil (temoaran Nega,a Repubhk Indones.a Tahun
2010 Nomor 74 Tambahan lemba'an Nega'a Repuillik IndoneSia
Nomor 5135)



Pasall

DalamPeraturanMenleriNegaraPendayagunaanAparaturNegar. dan
ReformaslBlrokrasiin; yangd.maksuddengan:

1. Jabstsn (ungsional Polisi Kehutanan adalah labatao dalam
Iongkunganlnstanst Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesual
dengan sitat pekeqaannya menyelenggarakan dan atau
melaksanakanusaha pert.ndunganhulan yang oIeh kuasaUndang.
Undangd.benkanwewenangkepollslankhususdibidangkehulanan
dan konservasi sumber daya alam hayat. dan ekosistemnyayang
dlduduk.olehpegawaiNegenSip"

2. Polis. Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam fingkungan
instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan slfal
peker,aannyamenyelenggarakandan atau melaksanakanusaha
perlondunganhUlan yang oIeh kuasa Undang·Undang d.berokan
wewenang kepolosiankhusus d,btdang kehutanan dan konservast
sumberdayaatamhayatidan ekos,stemnya

BASI

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN'

: PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGStONALPOLISIKEHUTANANDANANGKAKREDITNYA.

Menetapkan

Memperhatikan 1. Usul Menleri Kehutanan dengan surat Nomor S.3S7/Menhut·
IIIPeg12010tanggal6 Juh 2010.

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawalan Negara dengan surat
Nomar K.26-30N 322·1/93 tanggat21Oktober2010;

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabalan Fungsional Pegawa. Negen Sip", dan

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisas', dan Tata Kerja Kementerian
Negars Repubfik Indonesia sebagalmana telah empat kali diubah
tcrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.
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11 Organisas. profeSf ada!ah orgarusas. yang datam pelaksanaan
lugasnya dldasarkan pada dlsiplln IImu pengetahuan d. bidang
kehulanandan enkaprotestdi bidangkepolisiankehutanan

3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paul dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hUlan yang diselenogarakan
secara terpadu

4. Kepotisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian
Kehutanan adalah segala hat Ikhwal yang berkaltan dengan lungsi
dan kelembagaan polis; kehulanan sesual dengan peraturan

perundang-undangan.

5. Polis. Kehutanan Terampd adalah pejabat (ungslonal Polisi
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan
prosedur dan teknik kerja tertentu.

6 Polisi Kehutanan AIlli adalah pejabat (ungsional Polis; Kehutanan

yang dalam pelaksanaan pekerjaannya d.dasar1\anatas disiplin ilmu

pengelahuan, metodologi dan teknlk analisls tertentu

7 Tim Penilai Angka Kredit jabalan lungs.onal PoI.s.Kehutanan adalah
tim perula. yang d.ben.uk dan dilelapkan oleh pejabal yang
berwenang dan bertugas men.la. preslasi ke!)a Polisi Kehulanan.

8 Angka knedit adalah saluan nllal dari Uap buUr keglalan dan atau

akumulas' nila. butir-butir keglalan yang harus d.capai oIeh pelabat
fungsional Polls. Kehulanan datam rangka pemb.naan kaner yang

bersangkulan

9 Karya lulis llmlah adalah luUsanhasil pokok pilliran, pengembangan

dan hasil kaJ.anlpenelillan yang disusun oleh perorangan atau
kelompok. yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan
menuangkan gagasan tertentu metalui identiflkas •• tinJauanpustaka,
deSkripsi, anatlsts permasalahan. kesi.npulan dan saran-saran
pemecahannya,

10.Tanda ,asaJpenghargaan adalah tanda kehormatan yang d.benlcan
oleh Pemerinlah dan Pen'ermlah Daerah, Negara Asing, atau
organisasi ilmlah nasionaVregionaliinlernaslonal yang d'akul oteh
masyarakat IImlah



Pasal6

Instansi Pemb.na sebagamana d.maksud dalam Pasal S mempunya.
kewaJiban sebagai benkut

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabata" fungs.onal Polisi
Kehulanan.

b. menvusun pedoman formasi Jabalan fungs.onal Polis. Kehutanan;

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

PasalS

lnstansl Pembina jabalan lungslonal Polosi Kehutanan adalah
Kementefian Kehutanan.

Bag.an Kettga
Tugas Pokok

Pasal4

Tugas pokok Polosi Kehutanan adalah meny.apkan. metaksanakan.
mengembangkan. rnernantau, dan mengevaluasi serta metaporkan
kegiatan pe~indungan dan pengamanan hutan serta pengawasan
peredaran hasil hutan

Bag.an Kedua
Kedudukan

Pasal3

(1) Polis I Kehutanan merupakan pejabatlungs.onat yang berkedudukan
sebagai petaksana tekn;s fungsional perlindungan dan pengamanan

hutan serta pengawasan pereda ran has.1 hutan pada inslans'

pemefintah baik pusat maupun daerah.

(2) Polisl Kehutanan sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) merupakan
jabatan karier.

BAS 11
RUMPUN JABATAN. KEDUDUKAN. DAN TUGAS POKOK

Bag.an Pertama
Rumpun Jabatan

Pasat2

Jabatan lungsionat PoI.s. Kehutanan tennasuk dalam rumpun penyid.k

dan detektil.
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BABIV

UNSURDANSUBUNSURKEGIATAN

Pasa!7

Unsur dan sub unsur kegiatan Poilsi Kehutanan yang dapat dIRllai
angkakredltnya.terdiridart

1 Pendldlkan.mellputi:

a. Pendldlkansekolahdanmemperolehijazah/gelar;

b Pend,d,ksn dan pelahhan tungsional di bidang kepol.slan
kehutanan serta memperolehSurat Tanda Tamar Pend.dlkan
dan Pelatlhan(STIPP) atau sertilikat;dan

c. Pendidikandan pelatihanPraJabatan

2 Penylapan prakondisl perllndul1gan dan pengamanan nutan.
peredarsnhasil hutandanpengendallankebakaran,me!iputi'

a Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau
pengcndaliankebakaran).

C. menelapkan standar kompetenss [abatan lungsional Polls.
Kehulanan;

d mengusulkanlunjanganjabatanfungs.onalPolisiKehutanan;

e. soslallsasl [abatan fungsional PollsI Kehutanan serta petunjuk
pelaksanaannya;

menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionailleknis
lungslonalPollsl Kehutanan;

g. menyelenggarakan pendidJkan dan pelalihan fungslonalileknls
fungsionalPolisiKehutanan;

h. mengembangkan sistem infonnasl jabatan fungs.onal Po!.sl
Kehulanan;

i. fasilitaslpelaksanaanjabatanfungslona!Po!islKehutanan;

j. fasliitaslpembentukanorganiseslprofeslPo!islKehutanan;

k. "'silltasl penyusunandan penetapan etike protesl dan kode ebk
PolislKehutanan;dan

melakukan morutonnq dan evaluas. Jabatan Fungsional ponsl
Kehulanan
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4. Moniloringdan Evaluasi,meliputi;

a. Monitoring;dan

b. Evaluasi.

5. Pengembanganprofesl,mellputl:

a. pembuatan karya tulislkarya ilmlah dl bidang kepouslan
kehutanan;

b. Evaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan
atau peredaran hasil hUlan atau pengendallan kebakaran);

c. Penyusunan rancanqan strategl kegiatan (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau
pengendalian kebakaran);

d. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan
kawasan atau peredaran hasil hutan alau pengendalian
kebakaran);

e. Penyusunan Pelunjuk Operaslonal (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasll nutan atau
pengendalian kebakaran):

f. Penyusunan Rencana Operasl Kegiatan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan; dan

g. Penyusunan Rencana kerja personal Pollsi Kehutanan.

3. Perlindungan dan Pengamanan Kewasan. Peredaran Hasll Hutan
serta Pengendalian Kebakaran, melipuU;

a. palaksanaan lindakan preemtif lerhadap kerusakan dan
gangguan kawasan atau peredaran hasHhUlan;

b. pelaksanaan tindakan preventi' terhadap kerusakan dan
gangguan kawasan alau peredaran hasil hulan;

c. operasl represlf lerhadap kerusakan dan gangguan kawasan
atau paredaran hasHhulan;

d. operasi yustisif lerhadap kerusakan dan gangguan kawasan alau
peredaran haslt hutan;

e. pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;

f. penanggulangan konHiksatwa liar dengan masyarakat; dan

g. register perkara dan sistem informas! bidang kepollslan
kehutanan,



BABV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

PasalS

(I) Jabalan tungsional Polisi Kehutanan. lerd,ri da,,;

a Polrs, Kehulanan Terampil; dan

b. Polisl Kehulanan Ahli.

(2) Jenlang jabal a" fungsional Polis; Kehulanan Terampil dan yang
lerendah sampai dengan yang lertinggi. yallu

a Polis, Kehutanan Pelaksana Pemula.

b. PolisI Kehutanan Pelaksana:

c Polis, Kehutanan Pelaksana Lanlutan, dan

d Polis, Kehulanan Penyeha

Q

b penelJemahanipenyaduran !>ukudan bahan-bahan lain di bodang
kepolisian kehutanan;

c. perumusan sistem kepolislan kehutanan:

d. pembualan buku pedomanJpClunJuk pelaksanaanl pelunluk
teknls di bidang kepoil.ian kehutanan; dan

e. penlngkatan kegiatan pengembangan diri di bidang kepolislan
kehutanan (studl banding. penukaran Polisl Kehulanan anlar
regional dan negara. kunjungan kella. magang)

6. Penunjang keg.alan Poi,.. Kehutanan. mehput.:

a pengajarlpetatih di bldang kepolrslan kehutanan:

b. peran serta dalam seminar, lokaKarya dl bldang kepol,s,an
kehutanan;

c. keanggotaan dalam or9anls3s1prolesl:

d. keanggotaan dalam saluan khusus pertindungan dan
pengamanan hutan (SMART atau SPORe):

e. keanggotaan dalam tim penila' angka kredit jabatan fungsional
Polrsi Kehutanan:

I perolehan piagam kehonnatan dan penghargaan.

9 perolehan gelar kesarjanaan laln"ya.

h perolehan gelar kehormatan akademls: dan

l. keglalan penyelamatan (SAR) dl kawasan hutan.
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(3) JenJangJabalan lungsional Polts, Kehulanan Ahll dan yang te,endah
sampai dengan yang tertinggi. ya,Iu'

a. Pollsi Kehutanan Pertama;

b. Pollsi Kehutanan Muda; dan

C. Pollsl Kehulanan Madya.

(4) Jenlang pangkat Polisi Kehulanan Terampll sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) sasuai dengan jenlang ,abatannya. yailu:

a Pol.si Kehutanan Pelaksana Pemula'

Pengatur Muda. golongan ruang Ilia.

b. Polis, Kehutanan Pelaksana:

1. Pengalu, Muda nngkal I. golon9an ruang IlIb;

2. Pengalur, golongan ruang IlIc; dan

3, Pengalu, nngkall. golongan ruang IIld,

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanlut3n,

I, Penata Muda. golongan ruang IIl1a:dan

2 Penata Muda Tingkat I. golong3n 'uang IIllb.

d. Poi,,. Kehutanan Penyella:

1. Penata, golon9an ruang IIlIc dan

2, Penala nngkat I, golongan ruang IIl1d.

(5)Jenjang pangkal Polis; Kehutanan Mil sebagaimana dimaksud pada
ayal (3), sesuai dengan JenJang,abalannya, yall,,:
a. Polisi Kehulanan Pertama'

1 Penala Muda, golongan ,uang lilia, dan

2 Penata Muda nngkat I.golongan ,uang 1I11b.
b. POllsl Kehutanan Muda.

1. Penala. golongan ruang IlIlc, dan

2. Penata T'ngkatl. 9010n9anruang IIl1d.

c. Polisl Kehulanan Madya:

1, Pembina, golongan ruang IV/a:

2. Pembina T,ngkat I. golongan ,uang IVlb, dan

3 Pembina Utama Muda, golong8n ,uang IV/c.

(6) Pangk8t dan golongan ruang "ntuk mas'ng'maslng jenjang jabatan
Polls, Kehulanan sebagaimana d,maksud pada ayat (4) dan ayal (5)
be,dasarkan Jumlahangka kted,t yang duetapkan
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13. Mefaksanakan operas; fungslonal pengamanan hutan:

14. Melaksanakan operasl gabungan pengamanan hutan;

15. Mefakukan penangkapan tersangka;

16. Melakukan perneriksaan terhadap orang yang diduga
sebaga; tersangka;

7. Melakukan penjagaan barang buktl:

8. Melakukan penjagaan dl kapal patrol!:

9 Melakukan penjagaan dl tempat pereda ran hasi hutan
lainnya;

10. Melakukan penjagaan d; passr salwaJIumbuhan:

11. Melakukan patrol; carat

12. Melakukan patroll peralran:

BABVl
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAl DAlAM

PEMBERIAN ANGKA KREOIT

Pasalg

(1) Rinclan keglatan Polisi Kehutanan Terampil sesual dengan jenjang
jabalan. sebagai berikut

a. Polisl Kehutanan Pelaksana Pemula. meliputi:

1. Menyusun rencana kerla personal Polisi Kehulanan:

2. Melakukan invenlarisas; polensl permasalahan;

3. Glad; posko pengendalian pe~lndungan dan pengamanan
hulan;

4. Menyiapkan saranalprassrana patrol; darat;

5. Melakukan penjagaan di pos jaga Ipondok jagal pondok
ketie;

6. Melakukan penjagaan dl pengawasan peredaran hasll hutan
dllerminal buszstaslonkereta apl:

(7) Penelapan jenjang labetan Polis! Kehutanan untuk pengangkalan
dalam jabetan ditetapkan berdasarltan jumlah angka kredn yang
dimfllkl setetah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
rneoetapkan angka kredn.

(8) Jenjang [abatan dan pangkal dapal tldak sesuai dengan jenlang
[abatan dan pangkat sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dan
ayat (5).
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17. Melakukan pengamanan barang bukti;

18. Melakukan pengawalan barang bukti;

19. Melakukan serah terima barang bukti;

20. Menesri dan menangkap tersangka;

21. Menjadi saksl dalam proses penyidikan;

22. MenJadisaksi dalam proses persidangan;

23. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan;

24. Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran
hutan dan atau lanan;

25. Membuat sekat bakar;

26. Melaksanakan ground check hotspots;

27. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambul;

28. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau tanan di
data ran tinggi;

29. Melakukan pemadaman kebakaran hulan dan atau lahan di
data ran rendah;

30. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
padang rumput; dan

31. Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan.

b. Polisi Kehutanan Pelaksana. meliputi;

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;

2. AnJangsanalkunjungan ke tokoh masyarakat;

3. Gladi posko pengendalian perflndungan dan pengamanan
hutan;

4. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhu!
yang ada di bawahnya;

5. Menyiapkan sarana/prasarana patroli perairan:

6. Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kelja;

7. Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil nutan dl
terminal bus/stasiun KA;

8. Melakukan penjagaan barang bukti:

9. Melakukan penjagaan di kapal patrol;;
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10. Melakukan penlagaan dl lempal pereda ran hasil hutan
lainnya:

11. Melakukan penjagaan di pasarsalWa/lumbuhan:

12. Melakukan palroli daratan:

13. Melakukan palroll perairan:

14. Melakukan patroli udara:

15. Melakukan pemeriksaan peredaran lumbuhan dan satwa
pada tempaVagen pengumpullumbuhan dan satwa;

16. Melaksanakan operas; fungslonal pengamanan hutan;

17. Melaksanakan operas; gabungan pengamanan hutan:

18. Melakukan penangkapan lersangka;

19. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
sebagal tersangka:

20. Melakukan pengamanan barang bukli:

21. Melakukan pengawalan barang bukli;

22. Melakukan serah tertma barang bukti;

23. Melakukan lindakan akhir penanganan barang bukli;

24. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukli:

25. Melakukan penanganan/olah TKP:

26. Memanggil lersangka/saksi dalam proses penyidikan;

27. Meneari dan menangkap lersangka;

28. Memeriksa lersangka dalam proses penyidikan;

29. Memlnla kelerangan saksi dalam proses penyidikan;

30. Melakukan penahanan tersangka;

31. Menitipkan lersangka;

32. Menitipkan barang bukti;

33. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik:

34. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan:

35. Menyerahkan berxas perkara ke kejaksaan;

36. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;



37. Menjadi saksi clalamproses penyldikan:

38. Menlacli saksi dalam proses persldangan:

39. Melakukan ape' siaga dalam pencegahan kebakaran hutan
dan atau lahan;

40. Melakukan pemeliharaan seket baker:
41. Me'ekukan pemeliharaan sarana dan prasarana;
42. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan apl):
43. Melaksanakan ground check hotspots;

44. Melakul<.anpemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut

45. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan alau lahan dl
dataran tinggi;

46. Melakukan pemadaman kebakaran hulan dan atau lahan dl
dalaran rendah;

47. Melakukan pemadaman kebakaran hUlan dan atau lahan d.
padang rumput

48. Inventarisasi area' bekas kebakaran:
49. Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan:
50. Melakukan penggiringanlpenguslran satwa;

51. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa fiar:
52. Melakukan pemusnahan setwa liar yang mengganggu dan

atau tidak memiliki harapan untuk dlrelokasi dan atau tidak
memilikl harapan hidup pada habllalnya;

53. Menyusun register perkara: dan
54 Mengolah data keamanan hutan dan kawasan.

c. Polisl Kehutanan Pe'aksana Lanjulan, meliputi:
1. Mengevatuasi kebijakan IIngkup unil keria sebagai anggola:

2. Mengevaluasi kebijakan bngkat KabupatenIKota sebagal
an9gota;

3. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehulanan:
4. Gladi posko pengendalian perllndungan dan pengamanan

hutan,
5. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada ponsl

Kehutanan yang ada di bawahnya:

6. Menyiapkan saranaJprasarana pa!roli udara;

14
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7. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok kelja;

8. Mernantau potensl kebakaran di menara pengawas
kebakaran;

9. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran has.1
hutan dl bandar udara/pelabuhan taut;

10. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasll
hutan di terminal bus/stasiun kereta apl;

11. Mefakukan penjagaan dl cartl centel1pusat rehabilitasi
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS);

12. Melakukan penjagaan di pusat informasi;

13. Mefakukan penjagaan barang bukd;

14. Melakukan penjagaan di kapal patro1l;

15. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan
lainnya;

16. Melakukan penjagaan dl pasar satwallumbuhan;

17. Melakukan patroli daratan;

18. Melakukan patror. perairan;

19. Melakukan patJoIiudana;

20. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
pada penangkar tumbuhan dan satwa;

21. Melaksanakan operas! inlelejen pengamanan hulan;

22. Melaksanakan operasl fungsional pengamanan hutan;

23. Melaksanakan operasi gabung8n pengamanan hulan;

24. Melaksanakan operasl khusus pengamanan hulan;

25. Melakukan penangkapan lersangka;

26. Melakukan pemeriksaan temadap orang yang diduga
sebagal tersangka;

27. Melakukan pengawalan lersangka;

28. Melakukan penyerahan lersangka;

29. Melakukan pengamanan barang bukll;

30. Menaksir volume/ukuran barang bukti;

31. Melakukan pengawalan barang bukti;

32. Melakukan serah tenma barang bukli;

33. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bui<ti;
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36. Melakukan penangananlolah TKP:

37. Memanggil lersangkalsaksi dalam proses penyidlkan;

38. Mencari dan menangkap tersangka;

39. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;

40. Meminta keterangan saksi daJamproses penyldikan;

41. Melakukan penahanan tersangka;

42. Menitipkan tersangka:

43. Menitlpkan barang bukti:

44. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik:

45. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan:

46. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21:

47. Menjadi saksi dalam proses penyidikan;

48. Menjadl saksl dalam proses persidangan;

49. Membual peta kerawanan kebakaran hutan:

50. Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan:

51. Melaksanakan ground check hotspots;

52. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut:

53. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dl
dataran tinggi:

54. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau tanan dl
dataran rendan:

55. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan alau lahan di
padang rumput:

56. Membuat peta daerah rawan konflik:

57. Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar,

58. Melakukan pemindahan dalam penanganan salwa liar;

59. Melakukan pelepasnaran dalam penanganan satwa liar;

60. Mengevakuasi masyarakat:

61. Mengkompilasi register perkara: dan

62. Membuat peta kerawanan hutan.

pidanallindak34. Melakukan penyelidlkanflnvestigasl
pelanggaran di bidang kehutanan;

35. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukU:
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14. Menyusun program ke~a IIngkup Kabupaten/Kota sebagal
anggota;

15. Menyusun petunjuk operaslonal penjagaan;

16. Menyusun rencana kerja personal Pollsi Kehutanan;

17. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan
hutan:

18. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Pollsi
Kehutanan yang ada dl bawahnya:

19. Melakukan penjagaan dl pos jaga/pondok jagaJpondok kerja:

20. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas
kebakaran;

Bldang12. Menyusun program kerja lingkup
WliayahiPengelolaan sebagai anggota:

13. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggola;

d. Polisl Kehutanan Penyelia. meliputi:

1. Menyusun rancangan kebijakan IIngkup unit kerja sebagai
anggota;

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupateniKola
sebagai anggota:

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagal
anggola:

4. Mengevaluasl kebijakan lingkup unll ke~a sebagal anggola:

5. Mengevaluasi kebljakan tingkat KabupalenJl(ola sebagai
anggola:

6. Mengevaluasi kebijakan tingkal Provlnsi sebagai anggola;

7. Menyusun rancangan slrategi kegiatan lingkup Seksl
Wilayah/Pengelolaan sebaga. anggota;

8. Menyusun rancanqan s!rategi kegiatan lingkup Sidang
WilayahiPengelolaan sebagal anggola;

9. Menyusun rancangan strateql kegialan lingkup unit ke~a
sebagai anggola;

10. Menyusun rancangan stralegi kegialan IIngkup
Kabupalen/Kota sebagai anggola;

11. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan
sebagai anggota:
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21. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di bandar udarafpelabuhan laut;

22. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di terminal bus/staslun kereta apl:

23. Melakukan penjagaan di care center/pusat rehabilltasl
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS);

24. Melakukan penjagaan dl pusat Informas;;

25. Melakukan penjagaan barang bukti;

26. Melakukan penjagaan di kapal patroll;

27. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan
lainnya;

28. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan;

29. Melakukan patroli daratan;

30. Melakukan patrol; perairan;

31. Melakukan patrol; udara;

32. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
pada eksportir tumbuhan dan satwa;

33. Melaksanakan operasi Inlelejen pengamanan hutan;

34. Melaksanakan operasl lungsional pengamanan hutan;

35. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;

36. Melakukan penangkapan tersangka;

37. Melakukan pemeriksaan lerhadap orang yang dlduga
sebagai tersangka;

38. Melakukan pengamanan barang bukti;

39. Melakukan tindakan akhlr penanganan barang bukti;

40. Melakukan penyetidlkanflnvestigasi tindak pidanaf
pelanggaran d; bidang kehutanan;

41. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;

42. Membuat laporan kejadian (LK);

43. Melakukan penangananlolah TKP;

44. Memanggil tersanqka/saks! dalam proses penyidikan;

45. Mencari dan menangkap tersangka;

46. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;

47. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
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48. MeiakUkan penahanan tersangka;

49. Menitipkan tersangka:

50. Menitipkan barang bukti:

51. Melaksanakan gelar perkara sebagal penyidik;

52. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;

53. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;

54. Mempetbaiki ber1<aspel1<ara(P19) hingga P21;

55. Menjadi saksi dalam proses penyid,kan;

58. MenJadisaksi dalam proses persldangan;

57. Membentuk masyarakat pedull apl (MPA);

58. Melakukan apel slaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan:

59. Melakukan bimbingan teknls pemadaman;

60 Melaksanakan gro(lnd check hotspots;

61. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau tahan di
areal gambut

62. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
data ran tinggi;

63. Melakukan pemadaman kebakaran nutan dan atau lahan dl
dataran rendah;

64. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dl
padang rumput dan

65. Melakukan mobillsaSl sumber daya pemadaman kebakaran
hutan dan/alaU tahan.

(2) Rinaan kegialan Porosi Kehutanan Mil sesuai dengan jenJang
Jabatan. sebagai berikut

a, PolisIKehutanan Pertama. meliputl:

1. Menyusun rancangan kebljakan lingkup unit kelja sebagai
8n9g018;

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota
sebagai anggota;

3. Menyusun rancangan keb~akan tingkat Provios, sebagal
an9gola;
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20. Menyusun program kerja IIngkup KabupateniKota sebagai
an9gola:

21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional
sebagai an990ta:

22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai
anggota:

23. Menyusun petunjuk operaslonal operasi intelejen/deteksi
dini;

Bidang18. Menyusun program kerja lingkup
WilayahiPengelolaan sebagai anggota;

19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota:

15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional
sebagai anggota;

16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Internasional
sebagal an9gota:

17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wliayah/Pengelolaan
sebagal an9gota:

lingkup13. Menyusun rancangan strategi kegiatan
KabupateniKota sebagai anggota:

14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsl
sebagai anggota;

4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai
anggota:

5. Menyusun rancangan kebijakan Ilngkal lnternasional sebagai
anggota:

6. Mengevaluasi kelJjjakanIingkup unll kerja sebagai anggola:

7. Mengevaluasi kebijakan Ilngkat KabupateniKota sebagai
ang90la:

8. Mengevaluasi kebijakan tlngkat Provinsi sebagai anggola;

9. Mengevaluasl kebijakan Ilngkat Naslonal sebagai anggota;

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi
Wilayah/Pengelolaan sebagal an9gota;

11. Menyusun rancangan strateyi keglalan Iingkup Bidang
Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;

12. Menyusun rancangan strategi kegiatan IIngkup unit kerja
sebagai anggota:
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- - - - . .~ ._ . . .

_lnsIansl • I'<>nnulul Penghltu_ : ( Jumlah Pemda peserta mocIoII_ of
peserta mocIoI Integrltyya"9 dlnllalbertlasR) f ( J.."lah Instansl pemorinlah daerah
Islandof Intl!gtf/y pese""lsiand oIlntl!gtf/y) x 100% ;
yang _511 • Tlpe Penghitung.n: kumulat1l;

• SUmber data, ....poran HasiI McnIlorI"9dan ~.. 1uasI pelalcsanaan
program IsIard0( Integrity DepuU 8Idong Pengawasan dan--YIL TO<WI(Iudnya F\!Ise.1~1nst:ans1 • I'<>nnutall Penghltuft9'ln: ( Jumlah __ n{Lembagodan

penyelengga ... an pemer1nlahya"9 _ yang I2lahmelalcsanalcanSPI sesualatu",n f
pengawuan Intem melalcsanalcanSPI (Kementerla!1{Lembogadan Pemdo) x 100% ;
.,.",orintlh yang ses.JaI dengan • Tlpe Ptlnghltungan: Kumulallf .,
terintegrllsl, eflsIen cAn - • SUmbet data : ....poran Hasl MonIlIIring dan Evalua5lDepuU Bldang-, Pengawasan dan AAu_

_jdnIah • I'<>nnu'-sl Penghltungan: ( Jumiah _ hasiI pomentcsaan BI'!(

_ya"9 dan APIPpada _n/lembago yang _h ditlndaldonju1lf
dltindaldonJud (Jumlah _ hosll pemeriksaan BPI<dan APIPpada
dalam waktu satu Kemenl2r1a!1{Lembagadan Pen1da)x 100%;
tahun • Tlpe Penghltungan: Kumulatif;

• _ ""ta : LoporanHasIIMcnl!l>rlngdan EvaIua5lDeputf Bldang
"",__ danAAunto_

_la_ • l'<>nnu~1I Penghltungan , ( J.."lah Ia_ pengaduan masva",kat
dumasya"9 yang telah dlsalur1candan telah ditlndalclanJudoIeh
dlsalurtcandan Kementetlan{Lembogadan _) f (Jumlah I•.poran pengaduan
telah dltindalclanJud masyarakat yang dlterlma KementerlanPANdan RB)x 100% ,
oIeh instansl • Tlpe Penghitung.n : KUmulatif;
pemeI ;'ltah • SUmbet _, U>poranHasII McnI!I>rIng dan Evaloasl DepuU 8Idang

Pongawasan dan_

"""'*'" I-..._Hegano
Pend&ylgunaan Aparatur Neg.ara
dan RelOtm>~BI...... sf RepublikIndonesia
Nomor 4t7 Tah~2011
Tanwol£q 0_ 2011



• FonnulHI Penghltungon : ( luml"" Kementerian/Lemba!lldan
Pemda yang Iapot1lnpelal<san.. n Inpres percepotan pembel1lnlllsan
""",psiny. telahdlevaluasl ) I (lumlohK_n/Lembog. dilIn
Pemda mcnyampalkan Saponin pe&aksanaan 'npees petCepatbn
pemberontason korupslnya ) x lOO'Ml;

• 1lpe Penthftungan : KtJmt.Utf ;
• SOmberdata: I.4pot11n HaSiJ MonkoringdilInEvaluasi 00putI _ng

Pengow... ndilInAkunlllbilltas

I'ersetllllse InSlllnsi
pemerinlllh Y"ng
melatcsanakan dan
melapOllcan Inpres
Pert:epat3n--­KorvpsI Y"ng
diovoluaSi """""
pedoman

.~. ..... _._I.":' •• ~,. I,.!._" •. " .. ; . .... . ...
. _ _ , . _~. • _ _ ~. . : __ :!.::...::!i .~. - _ ,_ _ - _

l.ampiraIl I
-... Mer<eII Htgor>
PendlYl9unian ApatabX Negora
dan Rf(Ofmasi WrokJilsi Repubik JndontsIa
Nome< 4 ~ ToIlu" 2011
ranggal:u. OI<Iobor 2011



3. __ yangi&h • Fonnului I'en!Ihltvngan: _f1<an
_kan ..,..".,." Jt.rnlah Prav{K;>b{KcbJ yong program RB-nya
birokras!sesuaI kobIjokanRB lelah dlsetIJjul dan _ _kan
NasioNl refomlasj birokraslny. SO$UOi dengan

kebijokanRB Na,.,.,.1 berdasatMn hasI1
ev.luasI

• T1pe Penghltunllan : _ kumul.1t11
• Sumber Dato : Lapo...n basil evaluesl Depot!

bldang Program dan RB
4. llngkat kuallllls polak.. naan • Fonnulasl Penghltungan: (Jumlah

RB yang terukur sesual oen9On Kementerian.n.-baga yang kuafltos
kebijokanR8 Na$loc1ol pelaksanaan Rbnya toJah seswI dengan

kebijokan RB NasioNl bet<I_ basil
eval.... ll (JI.Il\Iah_erfarJl<mbaga
yang teIaII_kan __ RBJ •
1~

• TIpe Penghltungan : KutIlIAadI
• _ Data : Laporon hasII_1leputi

bIdang ~ dan RB

t.mpi"" 2-.., _en NOQalO--Apa.....NOQOro
don ~ I!ltoIcmI~ 1""_,,,_..,10
_ 117 T....., 2011
TonggaI... 0l<1oOo< 2011



• Formulasi Pef19hltungan: Berdasarkan
Jumlah SlstMllnl'<>rmaslkebljakan,
pe&a~n&aI1, monitoring dan evaluosi dl
bldang PrOgrl!mPANyang lelah disusun
dan ditetCJpkan;

• npe Penghlbtgan : Non kumu&atifj
• Sumber data: tepcran kegiatan

Asdep I pa<Ia Oeputf Sldang PrOgram
donRS

3. Slstem infonnasi keblJakan,
pelaks&naen, monitoring dan
evotuosf dl bldang Program
PAN

I. Menlngkabtya I. Jumlah kebljakan pelaksanaan • Fonnulast Penghltungan: 8et""sar1<an PelakAnaan Aslsten Depud
efetdffitas RS yang dlterbltl<an Jumlah PeraruranKebljakan tenll!ng Perumusan Perumusan
perumusan kebIJakan peiaksanaan R8 (UU, PP, Perpres, Per. Kebljakan PAN dan KeblJokan
PAN dan Refonnasl Men. PANdan RBj yang teleh dftl!fbitkan; RB program PAN
Blrokrasl • T1pePenghltungan: Non kumulatif; danRa

• sumber data: Ulporan kegiatan Asdep
I Po"" Oeputf Sldang Program dan RB

2. OOkumen Isu pokok program • Formutasi Penghftungan: Berdasarkan
PANdan R8 dalam rangka Jumlah Ookumen isu pokok Program PAN
perumusan rancangan dan R8 dalam rangka perumusan
kebljakan ",ncangon kebljakan yang leiah

dlterbitkan;
• Tlpe Penghltungan: Non komulatif;

• Sumber data: Ulporan keglatan Asdep
I pad. Deputf 6ldang PrOgramdan RB

5. Indlkab),. Kinerja Utama Eselon D

tampiran 2
Peraturan Menterl Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
donReronnaslBI..... si RepOOIik1_
HOfflOf !til Tahm 2011
Tanggol."0_ 2011



n, Menlngkatnya 1. luml.h I(/L yang • Formulasl Penghltungan: Koordlnasl AsistenDeputl
f!fektlfttas koordlnasJ ml!laksanakankoblJakan Berd.sarkan luml.h I(/L yang tel.h Peiaksanaan Koordlnasi
kebUak.1n PAN dan Program PAN dan RB sesuaf melaksanakankeblJakanProgramPAN Kebljakan PAN dan Pelaksanaan
RB pad. Pemenntah dengan sasar&n pembangunan dan RB se$uai dtngan sasaran RB Pusat kebljak.1n
Pusat nasional pembangunan nasianal berdasarbn Program PAN

eva!uaslOeputiProgramRB dan RB Pusat

• Tlpe Penghltunllan : Non kumulatif

• Sumbe< d.ta: loperan keglallln Asdep
II pad> OeputiBldangProgramdan RB

~ Pers<n13Se I(/L yang tl!lah • Fonnul.sJ Penghltunllan: (lumlah
menyampaikanusulan Kementerlan/Lembagayang tdoh
re(oonasl blro~sI sesual meflyampeikan u$ulan ref'ormasi sesuat
kebljakanRBNasional kebljakan naslonalsecara formal dan

lengkapberdasarkanpenll.lan Depu~
bidang program dan RB)I (lumlah
Kementerian/Lembaga)x 100%

• Tlpe l'enghltungan : Kumulatif

• SUmber data: LoPG",nDeputl bldang
ProgramdanRB

3 lumlah K/L yang menglkuti • Formulasi Penghttungan: Berdasarf<an
FORTEKPAN lumlah I(/L yang menglkuti FORTEKPAN

setiap ~hun;

• npe Penghftungan : Non kumulatlf;

• SUmber data: loporan keglatanAsdep
II pad> Deputi BidangProgr!lmdan RB

LaMp!ran 2
Penrturan Menteti Negata
Peoday_ AparawrHeg.,.
dan RtfonnaSi Birot:ra:Si Republik lndooesia
Nornor It? TahUl 2011
Tanggal llt Oktober 2011



Persentose instansl yang • Fonnul ... 1Penghltungan: (Jl.n1lah
menerlma sosiallsasl Kementerian/Lembaga yang ttl.h

dlSoslaliSasl)I (Jumlah
Kementerian/I..embaga ) x 100%;

• n"" penghltungan : I(umulall(;
• 5<Jmbor data: Laporan~ton Asdep
n RS

5 -- ~-I$Iyang • (-
mMMma asisb!nasi Ktmen~ yang_

dIosIst<nsI) I (lumlah
Kementerial1/l..embaga) x 100%;

• npe PMghfhlngan : KumulaUf;
• Sumber data: I.OPQranKeglatonAsCItp
II RS

Petnda yang • Formulasi penghltungan: Koordlna" Deputl
o'oktlntas koordlnasl mtlaksanakan kebljoklln Pemd. Provfl(ab/i<ota yang ttloh Pelaksanaan KoorcUf1.Hi
kOblJakan PAN dan Program PANdan RS sesual meloksanaklln kebiJ;!J<anProgram PAN Kobljakan PAN dan Pet.ksanaa"
R8 pada Pomorlntah dengan Sasaran pembangunon dan R8 sesuai dengan sasaran RII Daerah kobijakan
Doonh nosionol pembang ............. berdasalkan PYognom PAN

_ 0ej>U!f Program dan RS dan R8 Daonoh
• npe Ponghitungan : Non b.mUIadI
• $Umber datlI: LaporanKtgiatan Asdep

donRS
2. lurnlah Pemda yang menglkutl • Jum13h

FOiIKOMPANOA Pemdo Prov/l<ab/KOtllyang menglkull
FQRJ(O~IPANOA

• n"" Ponghltungan : Non kl.n1ulotlt
• Sumber data: I.OporanKeglatonAsCItp

rn donRS

~n2-...-.....---.....cion _ 1IiI_ RopubIlt 1ndrne5ia
_ '11 T_ 2011
TanggaI.... 0Id0I>tt 2011



• Fonnulasl P_hltvngon: _
JumlahK_n/Lembaga yang teIoh
dimonhor dan d~alullsli

• npe Penghttungan : Non kumulati';
• $umber data : L.apo<ankeglatan moo..

Asdep IV pada Ile!>utI llldang Pr<>gram
danRB

Pemantauan
dan EVIIu.a$l
Program PAN
dan RBPusat

Jumlahpedoman ......-tng dan ..... 1uasI Pomantauan dan
PAN dan RB Pusat dan Doe"'" yang teIah £•• I.. s; ~m
disU$un dan ditetapkan ; PAN dan RB Pusat

• Tlpe Penghltungln : Non kumufatif;
• SUmber data: Laporan Kegiatan

Asd.p IV pada Deputi llldang Pr<>gram
danRB

•

dan_

..... luasl PAIldanRB Pusal
danDoeah

1.IV. Menlngkalnya
efektillw
pe:mantluan d~n
evaluasl koblj<l""n
PANdan RB pad.
Pemerintah PUAt

• . (Jumlah
Juml.h _ P,.,./Kab/Kota yang ~.h
dlaslsten5l)/ (Jumlah _
p,.,y/1(ab/KOla) x 1~;

• Tlpe P_hllungon: Non bJrnulatif
• sumber dlta: llIjlOnIn Keglatan Asdep

III danRB

yang
menerlma aSistenst

• Fonnul.sl Penghltvngon: (Jumlah
Pemda P",v/KlIb/Kota yang leloh
dlsosl.llsasl) I (Jumlah P<!mda
p,.,y/KabiKota) x 1~;

• Tlpe Penghltungan : kumoIalIf;
• sumber dItlI: L.aporan KeglatanAsdep

III dan RB

.........,.2--N<garaPe1daYl9Unaart Aparatur Neg.rJ
don R_sI Birokrilsi~ik Indonesia
_ ~1 Tohun2011
TanggaI:u. 0_ 2011

3. Pe.... !lOSe Instal\Sl daerah
yang menerimasoslalisasl



3. ProsenlaseK/l yang diolah • Formul •• 1Penghltungan: (lumlah
sesual hasiJ monitoring dan Kementerial\llemb<lga yang laporon
evatuasloleh "TimQuality monitoring dan evaluasi nya oleh 11m
Assurance Quality Assuranretelah dlolah) I (lumlah

Kementerian/Lemb<lgayang dlmonltor
dan ""aluasl olel111m QIIi1IIty Assuranre)
xlOO%i

• Tipe Penghitungan : KumuIaU(;
• Sumber data: Laporan keglatan money

Asdep IV pada Oepu~Bldang Pmgram
dan RB

4. laporao monitoring dan • Formulasl Penghltungan: Berdasar1can
evaluasl Program PAN dan RB lumlah Laporanmonnoring dan evaluasl
Pusat Program PAN dan RB Pusat yang terbitj

• Tlpe Penghltungan : Non kumulati(;

• Sumber datil: Laporon keglatan
mon.., Asdcp IV podaOeputiBidang
Progromdan RB

v. Menlngkatnya 1. lumlah provinsl yangdlmonftor • Formulail Penghltungan: Berdasarkan PeJaksanun Aslsten

efektlfltils dan dlevaluasl lumlah Provlnsi yang teloh dlmonitor dan Pemantauan dan Pemanlaua"

pemantauan dan dievaJuasi. Eval~5iProgram dan Evaluasl

evaluasi ke.bfjakan PANdan RBOaerah Program PAN
• TIpe Penghltungan : Non kumulatiF dan RS Oaerah

PAN dan R8 pad. Sumber data : Laporan keglatan
Peme.rintah Oaerah •

monev Asdep V podaOepuijBidang
Program den RB

Lamplnln 2
Peraturan Mentrri Hegara
Pendayagmaan Aparatur Negara
dan Ret"'""'~81rom~l!epublik lndO!1eSl._ If7. Tahun lOll
T3nggal)4 Oktober2011



2. Jumlah Icabupate<Vkotayang • Fonnula.sI Penghltungan :
dlmooitor dan dievaluasi BerdasariomJumlahKabupaten/Kota

yang tetah dimonltor dan dievaluasi;
• Tipe Penghltungan : Non kumulatlf;
• Sumber dati; taporan kegJatanmooev

ASdepV pada Deputi Bidang Programdan
RB

3. ProsentaseProv/Kab/KOOI • Fonnula.1 Penghltungan: (lumlah
yang dlolah """"; hasil Prov/Kab/t<.otayang !aporanmoo~oring
monitoring dan evaluast 11m dan eval_nya olell TIm QrJdhty
Quality Assurance Assurance telah dlolah) / (Jumlah

Kementerian/Lembaga yang dimonitor
dan evaluasl olch 11m Qu8fl?y
Assurance) x100%;

• Tlpe Penghltungan : t<umulatif;
• SUmber data: Laporan kegiatan money

AsdepV poda Oeputi Bklang Programdan
RB

4. llIp0r8n monitoring dan • Fonnula" Penghltungan :
evaluas( Ptogram PAN dan R8 _sarlcan Jumlah Laporan monitoring
Pusat dan evaluasi Program PAN dan RB

Daerah yang tert>it;
• Tipe Penghitungan : Non kumulatjf ;
• Sumber data; Laporankeglatan mooev

ASdepV pada Deputl Bld.ng Program
danRB

Lamplran 2
_ ra n Menteri"_'
PenaayagunaanAparatur Negara
dan ReformaSiBirokraSiRepubIik Indone$i3
Nomor Ir1 Tahun 2011
Tongg,l "I OIctober WIl



Ile!>uti Blda ng
Kele.mba9aan

• Formulas! Penghltungan : Jumlah Pernerintah
Daenlh yang telah dlpantau dan dievaluasl organiSasl
dan tata keljanya;

• npe Penghltungan : kUmutatlfj
• SUmbe. dlta :DepuUBldangKelembagaan

• Formutasf Penghltun9an: (Jumlah unit organisasi dl
Ilngkungan Kementerianllem~yang struktur
organisasl dan tala keljany. telah ttrtala berdasarkan
evalUasikelembagaan) / (Jumlah laJget lahunan unit
organisasl dillngkungan I<!m."terian/lembaga yang
akan dltata) x 100%;

• Tlpe Pe"9hltungan : !(umulatif;
• SUmber data :

• FormulasJ penghltungan : jumJah Peraturenl
KebIJakandI bldang kelembagaan (sepertl UU,PP,
Perpres, Per. Men. PANdan Ra) yang ditl!rbltkan;

• npe PenghibJngan : Non kumulaUf;
• SUmb« data :

3. Jumlah kelembagaan Pemda
yang telah dipantau dan
dievaluas! organisasl dan tata
keljanya

2. P"""ntasa un~ O<ganlsasldI
Ilngkungan
Kementerian/lembaga yang
telah tertata organlsa$l dan
taQl keljanya

1. Jumlah Pet1Ituran KebiJakan
dlbldang kelembagaan (UU,
PP, Perpres, Per. Men. PAN
dan Ra)

Terwujudnya organlsasl
perneri ntah yang
proporsional, efektif dan
elision

4. lndlkllto. Klnerja Uta",., ESelon I

Deptltl Bldang Kelembagaan
menylapkan perumusan kebljakan dan koordlnasl peiaksanaan kel>iJakandl bldang kelembagaan

1. Nama unIt Organlsasl
2. Tugas
3. Fungsl

a, penyl.pan perumusan keblJakandI bldang kelembagaan pemerlntahan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan <Ii bidang kelembag.an pemerintahan;
c. pernantauan. anall$ls, evalu.. l, dan peiaporan lentang mosalah atau kegiatan dl bldang kelembagaan pemerlntat>an; dan
d. peiaksanaan tugas lainyang dlbertkanoIeh M<!nlertNegara Pendayagunaan Aperarur Negara dan ReformaslBdrakrasl.

...... pI...n3
Pttaturan Henttri Ne9Bra
Pendl)1lgooaM Aparatur Negara
den RdormaslBlroIaa~...,..,,11< Indonesia
Nomor 111 T...... 2011
T._I >.It 0_ lOll

m.



3 Persentase Instansl pernetlntah
yang lelah_plcan ppt(.
BLU yang teIah _
organlsasl don tata Iceljanya

• Formul ... Penghltungn: (Juml.h
Organlsasl Inslllnsl Pemerintah yang telah
_pkIIn PPK-auJ yang _.
orgonIsasI dan tat> Iceljanya Idah tertata
....... denganperaC1Jran_n
evaluasl ""lembagaan) I (Jumt.>htarget
tahunan Instansl Pemerintah yang
menerapkan PPK-BLUyang IkGn dltuta ).
100%;

• Tlpe 'enghllvngon: Kumulat!f;
• $umber data: Asdep I pado IJeI)uU 8kIang

KeIembogaan

• f<>rmulap_hltungln: (Jumlah tahlpon
hIsII __ yang 1&11_la!<an) I
(Jumlah yang hanIO
_)XlOO!lo;

• npe penghltungan: Kumuladt ;
• SUmber data: Asdep I

podllJel)UU 81d009 Kelembagoan

_petr~1an___ don

poningkllC>n ._.,..
_n PANdon RD, BI<N
dan lNoI

2

Perumusan
Kebijakan
K""'mbagoon

Pengem""ngon
Kebljokandon
EVilI...... Prognlm
Kele.mbagaan

_I ... Penghltul19.n :Ju"'"
I'efot\nnII<eIlijaI:an <Ii bidang koIembagoon
(seperti UU, P9, ....,. es, Per. Men. PANdon
RB)yang di_n;

• T1pe penghltungan : Non kumutotlt
• Sumberdlta : Asdep I pado DepuUBidIng

Kelembagaln

_ ~1\nlI K.e!>ijakan
dWang ketornbagaan (seperti
UU, P9, PetP"'S. Per. Men.
PANdon RB)

Terwujudnya
penlmuson kebljokan
don P<09ram dl
bfdang kele.mbagaan
yang komp",henslf
dan tepat saAran

~3--H<gar1I___ No<)aR

don RdormaS _ ......... ~",_",,-..,........
_ -t1 T..... 2011
T"'99'I", 0_ 2011



I.amI>iran J
Porab.nn _ "-"
~_1Io9ndon I,ndldOo"'__
_ 47 Tallun 2011
T""99'I "" 0Ud><r 2011

• Persentase LN5yang lel.h • Formuloll Penllhltunllln: (lumloh
letUstllorganlsasl dan tata organl$llslLNSyong struktur orgonlSOSldM
ke~Mya tota kl!1jany.telah tertata sesuol clengan

peroru,.n _IIean "",,1.. $1
Ic&tnbagaan) I (Jumlah target tahunan
organlsasiLNSyang akan dJtata)x 100....

• 11,.penghlrun_ : lWmutatlf;
• SUnlbe< data:Asdop I pada IleIlull BIdang

Kdembagaan

D. Te<WUjudnya I. lumlah rekomendaSi • Formulul Penghlrungan : Jumlah Pengembangan AslstIen Deputt
kelembagaan porumusan kebljakan dl bldang ",_51 porumusan kebljokondl bldang Kebljakan, Keiembagaan
PoIhukam yang kelembagaan PoIhukam kelembagaa.n Polhukam ; Koon:Unasl dan Politi", Hukum
proporstonal, efektif • Tlpe. PenghJtungan : Non kumu13tif; E'valuasi din Keamanan
dan eftsten SUmber data :Asdep II pod. OepuU KeJembagaan• PolllUleamBldllngKelembogaan

2. Persefltase unit orga_ dl • Formulul Peng"'tungan: (Jumiah unll
longkunganKorne<1tefian organIsasI dJ IngkLngan _n
NeganI bIdang PoIhukam yang Nego... _ng PoIhukam yang SlNIcIur
tolah lOrtalll otganIsasi dan __ dan lata keljanyo tolah I_ta
tata kefjonya ..... 1clengan peraturiln _

evoluasl kelembogoon) I (Jumlah target
g,hunan unit orglInisasi dl Ungkungan
Kementeri.n Negaro BldllngPolhukkamyong
.""n dllata) x lOO'M.

• Tlpe Penghltungan : Kumulotlf;

• 5umbe< data: Asdep " """" OepuUBldllng
Kelembogoan



3. p.,r>entase un~ kelja ell • Formutasl Penghitungan ~{Jumleh unit
lingkungan LPNKbldang organlsasl eli lingkungan LPNKblelang
Polhukamyang t.sah Il!rtata Polhukamyang struktu, organlsasl den tata
o<ganlsasIden tata kedanya keljanya Il!lah tertata sesual dangan

peraturan befdasarkan evanesr
kelembagaan) I (Jumlah target tahunan unit
olllanisasi elilingkungan LPNKbldang
Polhukamyang aka"@ata)x 100%

• Tlpe Penghltvngan : Kumulatif ;
• Sumber data: ASdepIl pade Depuij

Sidang Kelembagaan
4. Persentase organlsaSii • Formulasl Penghttungan : (Jumlah

5ekretariat lembaga i'legara olllanlsasl 5ekrelrulat Lembaga Negara yang
yang telah Il!rtata OllJOnlsasl struktu, <><ganlsasldan tata keljanya telah
dan talll kedanya tertata sesualdengan peraturan befdasarkan

"".1_ kelembagaan) I (Jumlah Ill'get
tahunan org.nlsasi 5ekretariat Lembag.
Negara yang akan dltata) x 100%

• npe: Penghltungan : Kumulatif;
• Sumber data: ASdepD pade Deputi Bldang

Kelembagaan

m. Terwujudnya I. Jumiah rekomendasl • Formula .. Penghltungan : Jumlah Pengembang,an Asisten Deputl
kelembagaan perumusan kebijakan di bidang ~ pewnuseo kebijakan ellbldang KeblJakan, KeJembagaan
perekonomlan 1yang kelembagaan Perekooomian 1 Jtelemb3gaan perelcooomien Ii Koordinasl dan Perekonomlan J
propor$lona'i efektff • npe Penghltungan : Non kumufatff; EVlfuasl
dan efisien Sumber data : ASdepm pad> Oeputi Ke'embagaan• Perekonomfan IBldang Kelernbagaan

LAmpiran3
Peraturan Mente" Negara
PendayagunaanAparatur Negara
dan ReformasiB1rokra~RepubllkInd......
Nomor If'I. Tahun 2011
ranggal~ 0_ 2011



Lembaga Perwakiian Rl bldang
Perekonomian yang slJvi<tur organl$O.1 dan
tata kerjanya teiah rertata sesual dangan
peraturen berdasartan evaluasi
kelembagaan) I (lumiah Lembaga
Perwakllan Rl Bldang PerekO<lOmlan) x

•

<><ganisasidllinglwngan LPNK bidang
Perekonomlan I yang struktur organlsasl dan
tata ke~.nya ~I.h tertata sesua! dangan
peratuilln berdasarkan evaluasi
kelembagaan) I (lumlah target tah"nan "ntt
<><ganlsasldlllnglwngan LPNK Bldang
Perekonomlan yang akan dltata) x 100%;

• npe Peng;hJtungan : Kumulatif
• SUmber data: Asdep m pad> Oeputi

Formulasl pen!iJhltun~g~.~n~:~~~
<><ganlsasl dillngk"ngan Kemen~rian
Negara bldong Perek"""",lan I yang str"i<tur
<><ganlsasldan tata kerjanya telah "'rtata
sesuai dengan peraturan berdasarbn
eva!... sI kelembagaan) I (J"miah target
tahcren unit organisasl di Ilngkungan
Kernen_n Negara 81dangPerekonomlanI
yang akan dltata) x 100%;

• Tlpe. penghltungan : Kumulatif;
• SUmber data: A5dep illpad> Deputi

I.omjWan3
Ptraftnn MenU!ri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
etan Re(onnasl8lrobaSi Repubfik Indonesia
Nomor ~1 Tahun lOll
T""II9'I '" Oklober 2011

yang
telah tertata <><ganlsasidan
tata keojanya

lingkungan LPN'K bidang
Perekonomian 1 yang te&ah
tertata organisasi dan tata
keojanya

Lrngkungan Kementerian
Negora bidang Perekonomian I
yang ~Iah ~rtata organisasl
dan tata keojanya



3. _laSe unit orgonlsasl <II
IlngkungonlPNKbldang
p.,rekonomlann ya"9 telah
letUta organfsasi dan tata
ke~any.

o FMmula" Penghltungan : (Jumlah un~
crganlsasl dlli"9ku"90n IPNKBidang
Petekonomian0 yangstrukt\lrorganlsasl
d.n tata kerjanyatelahlertatasesual
dengtt" peratura" berdasartaln evllluasf
kelembogaan)I (Jumiahtarget tahunMunit
_nlsasl dlllngku"9an IPNK9ldang_0 aIaIn

• Fonnulest Penghttungan : Jumtah Pengembangan
_ndasl perumusankebljokandl blda"9 Kobijalatn.
kdembagaan_Ian U Koordlnasi dan

o npe Penghltungon : Non _; fYlIl.....
o Sum"" data :A$dep IVpocjo DepuCI Kelembagan

I--l-----------+-~~~~~~~--.,.___:_-_:__lPerekonomian D
2. _laSe un~exganlsasl <II 0 FomuMs! Penghltungon : (Jumlohunit

U"9kunganKementelian _nlSMI dllI"9ku"90n 1<ementerianNegera
Negara bIda"9Perekonomlan 9id<o"9_Ian nya"9 strukt\lr
IIya"9 telahtertataorganlsesl _nlsa~ dan tata kerjanyatclah te""to
dantata kerjanya 5':sualdenganpero.uranberda",rkan

... Iuas!kelembagaan)I (Juml.h target
tahunonunitO<gan1sas1 di Ilngkungan
KementerlanNegara Bida"9Pet_Ian II
Y8"9 akanditata)x 100%

o npe Pengilltungan : Kumulotif
o Sum"" data: A$dep IV pocjo DepoAI

I. Jumlah rek_
perumusan kebljalalndl bida"9
kdembagaanPet_Ian U

IV. Aslllen Deputl
K".mbagan
P.... onoml.n
n

Terwujudnya
kelembagaan
perekonomlan n
'f""9 PfOponional.
_, dan efisien

lJwr4>Iran 3--­__.,...--dan Rofanno5i -..._Indonesia
.- 'n T....,!OII
Tanggal"" ~!OII



• Sumber data: Asdep V pada IlepuU Bldong
Kelembaga.n

V. TenvuJudnya 1. Jumlah rel<omendas1 • formufasl Penghltungan : Jumloh Pengembangan A.slsten Deput!
kelembilgaan k..... "",,,","san kellijakan eli bfdang reI<omendasl _ I<ebIjokandf bklang Kebljakan, K.... mbilgaan
yang proporsionaJ, kelembagaan ~ ketombagaan KesejohteraanRakyat (Kesta) KoonIi ..... dan Kesejahtenlan_f dan efisien Rakyot (Kesta)

EYaluasi Rakyat
• Tlpe Penghltungan : Non kI.muIaCif Kelembagaan

• Sumber data : Asdep V pada Ilqlutl 8idang K_jahteraan

Kelembagaan
Rakyat

2. Persentase unit organisasl di • formulas! penghltungan : (Jumlah unk
Ungkungan Kementerian organlslJsl dillngkungon KementeltOn
N«,j.... bldal1llKesejoht.,.an N«,j.... BldangKesejOhtereen Rakyot
Rakyat (Kesro) yang telah (Kesr.) yang struktur organlsaSidan lllto
t_ta _nIsosi dan tala kerjanya telah tertata sesuoI dengan
kerjanya .,....ruran bendasorkanevaluaSi

l<elembagaan) I (Jumlah Iotget ta_
unit _._ dllingIuI>gon ICementt<Ian
~ .. 8Idang KesejohteraonRakyat
(Kes,.) yang akan di1ata)x 1~

• Tlpe Penghftungan : Kumulatlf

Tlpe : Kumulatlf
• sumber data: ASdep IV padaDeputl

BldangKelemb.gaM

lMnplron3--H<goro
........_.,.." - Hogor.dan __ eo ... .,,_~
Homo< '-1 T_ 2011
11IniI9o' ~ ~ 2011



J. Pcrsentase unit organisasl dl • Formulasl Penghltungan : ( JumJah untt
IlngkunganLPNKbidang Oflj.nl$4Sldillngkungan 1J'NKSidling
Kesej.hte"",n Rakyat (Kesr.) 1«!5<:j!lhte.... n Rakyat(Keg.) yang .truldur
yang telah tertata organlsMl Oflj.nl$4Sldan _ keljanya telah t.rtata
dan tata keljanya ~ual dong.n peraturan _sarkan

""aluas1 kelembagaan) I (lLmlah target
tMunon _ organlsa5l dlilngkunglln LPNK
BIdang KesejahtEraan Rakyot yang _
_ )xl~;

• llpe Pen9hltungan : IWmuIoIK;
• Sumbel' data: Asdep V pada DeputI Sidling

K.lOmbaga.n

•• Jumlah kelOmbagaan Penda • Fonnulasl Penghltungan : Jumlah
y.ng telah d;pantau dan Pcmcrintah oaerah yang telah dlpantou dan
dl"".luasl organlsasi dan lOla dl"".luasl organlsasl dan tam ke~ony.;
keljanya • llpe Penghltungan : Nonkumulatlf;

• Sumbel' dota : AsdepV pada Oepull Bldang
Kdembagaan



L Terwujudnya SOM 1. _ "",,,turon • fo<mu .... Penghltungan : j\mOh _~ KdJija ...... dI Deputllldang SOM
~ yang profesl .... '. Kel>lJakan dobidang SDM bidang SDMAparaIlJr (S<9O'ti w. pp..... "' es, Per. Men. PAN Aporotur
b"rtdnerja ,okunlllbei don Aparawr (W, PP. dan RB)yang d_n;
sejahtenl """'~' Per. Men. PAN • Tlpe penghltungan : Non kumulallf;

dan RB) • $limber _ : DeputI BIdlIngSOHAparatur

L-~• FomIUlui Penghltungan: PmenIaSe kenabn go, PNS per
ponghasllan PNS "'hun yang d_pkan be<dasa rbn dengan KcputuSan
berdasarkan hasll ~;
a .. 11s1sdlkallloln • Tlpe penghltung.n: Non kumulatif ;
dengan IIngkat_ • $limber _: DepuUBIdlIngSDMAparaIlJr

3. Jumlah InstansI • fo<mulo" Penghltungon: )Umfah In"""" pernerintah yang
j)OJTlCrfntahyang teJah menyusun perenc.anaan kebutuhan I)e9awai dan
me:nvusun perencanaan penataan PNSses ual ketenllJan
_han pegawal dan • Tlpe Penghltungon: Hen _ ;
penMaanPNS....... • $limber _, Laporan Hasil Monltortng dan EVaIuasi DepuU
al\Kan BIdlIng SOHAparatur

.:. ~"', " , .....,,,..','1 ",011'.'" .~I' ~, ,)i·" ~'I' ,."

~J'_Ju; - -. ..'~'. _ _ _, _ .•__. _ _ •.__•• . _..~_ ..•~.L. _.,

4. IndJkator Klnerja uta".. EHlon I

DejIUtI Bldong $limber Doyo Manusla Apol1ltur
"""'YiaI>kanperumusan l<ebljobn dan _ peIalc:sonaan kebljakon dI bida119_ daya manusla apatOI1Jr

IV.
I. Nama Unl Ofganlsasl

2. Tugas

3. ftJlg$I

a. ponyIajlan perumusan l<ebljakan eli bidang ,umber daya ma"usia aparatu<;
b. _Inasl pclaksanaan keb~.kan dl bldang sumber day. manusla • .,.ratut;
c. perna""'uan. a .. lls!s...... lua51dan peI.poran tentlIng masalah atau kegiatan dl bida119_r daya manuola aparawr; dan
d. peIaIcsanaan tugas "*' yang dIberikan oIeh _ Negara I'endayagunaan Apora .... Negara dan Retormasll!lrolc7asi.

1.amjlhII4
Peraturon Meoteri Hegar.
PencIoyIQun.. n _at.ur _
dan RoIormIsI __ lilt indonesia
,..,." 111 T..... 2011
Tar199II ~ 0I0Dber 2011



Formulasl Penghltungan: JumIah Instansi pomerintah yang
telah melakulcanpemeringkatan jabal3n (..... 1... " jabatan);
Tlpa Penghltungan: NO<>kumulatlf ;
SIImber data: laporan Ha5l1Monltllringdan EVa"",1Deputf
BIdang SIlM Aparatw

• Formulas! Penghltungan: (Jumlah Kementel1on/lembaga
VlIngI!Iah melakulcanpenotalln jabatan PHS)/ (JlI11lah
Kementerlan/Lembaga) x 100% ;

• Tlpa Penghltunga", KumulaUf;
• 541_ data: I..aponIn Hall Hoo1aJoring dan _ Deputl

BIdang SIlM Apintuf

• Formulas! Penghltungan: (Kemeoterian/Lemblga dan
Pemda yang telah dlsoslalisosllcandan "","","plcan penegakan
dlslplln...... 1PI' 53/2010) / (Kemenlerlan/l..emblga dan
Pemda) • 100% ;

• Tlpa Pen9hltungan: KumlAatlf;
• SIImber data: I..aponInHall ftHooonoltno_v"'l!l dan ~ DtputI

BIdang SIlM ApotaIuJ
5. PersemlIse Instansi

pemennblh VlIng
melakulcanpenlJl3an
jabal3n PHS

~. __ siyong

menegoklcandlslplln
sesuaj aluran

O. lumlah_ •
pemennl3h \'0"9 I!Iah
melakulcan •
pemeringlcal3njabal3n •

:.~ _"'_-"~:' ..._.'_~', 1".,. , _",,_,
, 1.:.1'4'", 1:; •• __ ~ __ •••• ,_ _ • ,_. _ _ ._._____ ~4~_ ~ ~. ..... """"'--



I. Menlngkatnya hull 1. JumlohperoltJralVloebijabn • Formulasi Penghltungln ; Jumloh PelaksanHn Asisten Deputi
pet"'eftC3Daan, ctiI"'9 SIlM ~ PeratunIn /I(ebIjal:an SIlM Apar1Itur yang Koonlinasi din Koordlnosi dan
cvoluasi dan doteClpl<an; EllalUlsi Sistem Evaluosi Sistem
pengelol •• n data • TIp" Penghltungan; Non kumulatif; Marntfemen SOM Manajemen
SDM _paratur Aparatur SDM Aparatur

• Sumb« data; laporan Asdel> I pad. Deputl
_119 SDMApallltUl

2- Jumloh perotural1{lGebljakan • Fo<muhlsl Penghltungan ; _
dJbIdong SOH Apar1It\K yang Peraturan /l(d>ijakan SIlM Apa1ll\1Jryang
d_lnasibn dandleValuasi _""slkan dan dIeY_tua"
dandl5empurnakan • Tipe Penghltungan: Non kumulatif;

• Sumbe, dlta; lapo<anAsdep I pad. DepuU
Bldang SDMAponItur

3. _tlnglcat_n • Fo<mulul Penghltungan; (Jumlah
t2nagI honorer (_ In$tanslpem<ri.....h yang ..._ honorernya
UIanONonPHS) telah seJesalterdata)I (JumI_h Instansl

pemerln.. h) , 100%;

• TIpe Penghltungan; NOnkumulatir;

• 50mb« data: Lapo<anMoneY AsdeP I pad>
DepuU BIdangSIlM Apar1II>.1r

4. ~se t:enaga honorer • Formul •• 1Penghltungan; (Jumlah!!nag_
YIIng telahdlda.. dan honorer yang telah dldatll dan dilakukan
dltakuklln verifikasl serta verifikasl sertll valides!) I (Jumlah tenag.
valklasl honoter) x 100%;

• TIpe Penghltungan : Non kumwl!l;
• 50mb« data; Lapo<anMoneY Asdep I pad>

DeputJ -119 SDHApar1Itu<

,". _...':"J"-_]"';"l' ,'I' " ·'1:·,,'1 .~I".,~ I,. I,,' i-_Jl, " I' ;~,,!_,., ... --'. -- . - - - -~-,,_-~#_-----'---

s. lndIklltor Klner1a utllma EselonD

Latnphn4
_n_Nogara
PendaY!9Unaan Aparatur Ncgara
danRd1>mIoli BI..... ~ Rl!U>llk ,_
_ .q7 Tlhun 2011
Tanggal '" 0IaJ:it>«2011



," .; ..:_jr..l.l.,~r~..~'. I, . ,:....~ , , .' 'r~»u. ....u. : ',' ..~;.~~·l':l
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S. Pt-iset,tl$e lns:tanst yang • Formulasi Penghltungan: (Jumlah
melalwkan implomenl2lsl ''''tonsl pemerintah yang lelah
SIslemDatabase SOMAparatur mcnglmpleme<ltasikanslstcm Database SDM

Aparlltur)I (Jumlah Instansl pemerintah) x
l<mb;

• T1pePenvhiWn9On: KIm.....,;
• Sumber "ta: Lopotan MoneYAsdep I pada

llc!>UtI-ng SOHApa_r

6. Jumlah Instansl pem.~ntah • Formulas. Penghltunpn: Jumlah InstanSi
yang telah dlevaluasidalam pcme~ntlh yang telah dJev.'uo" dalam
pelaksanaan kebljokanSOH peloksa.. an kebijokanSDMApa"'lur
AjlM!tur • T1pePonghlbJngan: """ _iii;

Sumber data: Laporan MoneYAsdep I pada
0cpIAl 8idang SOMAparatw

rr, Terwuludnya I. Jumlah "...tu",l\"keblj.kan • Formul.sI P~nghitung.n : Jum&3h Pengembangan Alisten Deputi
perencanaan dan dlbldang SOH Apa"'tur PerDtu",I\"KebijakanSOMApe",!ur bldang Kebljakan Perencanaan
peng.d •• n SDM perencarwsanSDM Aparatur yang ditetapbn; Pere:ncanaan dan SOH AparabJr
aparatur yang efektif • T1pe PenghlbJngan: IlO<l Iwmu"'tlf ; Pongaclaon SOH
dan eflJlen sesuaJ Sumber data: Lopotan Asdep II pada AparabJr•kebubJhan organigsI 0cpIAl _ng 50.'1 Aparawr

2. Jumlah doItumen_pan • Formula .. PenghlbJngan : Jumlah
(ormasi dan taporan hasl1 dukumenpenetopan forma" yang tetah
evaluaSi tormasl seUap tahun dketapkan dan "'poran hasn .. aluas!

formasl;

• T1pePen9hl_9On: Non kum.... tif;
• Sumber data:u.poran MoneYAsdep II

pDda llc!>UtI8idang SDM",,"111M

1..amphoI4_n_N<gata
__ nAporatur _

dan Rc(""",~8Irom~ Rel>ubllkI"""""
_ 1(1 Tahun 2011T_' AA 0Ict0btr201l



i.' """~;"'- .." I.·.I,.~-.. . ,
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3. _50 _ ...pemerintah • Formulas! Penghltun~: (Jumlah
Vang mengltlmkan dolls ",ulan Kemcntet1af\lternboga don Pemda yang
rormasi PHS dan dokumen telah menglrimkan data usulen (ormasi PHS
penghitungan kebutuhan PNS dan dokumen penghitungan kcbutuhan PNS
secara akurat dan bener seeera okurat don benar) / (Jumlah

Kementet1al1/lernbaga don Pernda) x I~ ;
• Tlpe P_hltunqan: lIOn b.mtJtadf ;
• SIImber cUlt1: Laporan MoneY Asdep 0

Depud SCMAporatur
m. Terw~ud"ya I. Jumlah peraturan/kebljakan • Formulasl Penghitungln : Jumlah Pengembangan AJllten Oeputl

pengembangan klr1r dibldang SCM Aparatur Poratur.n /Kebljakan SOMAparatur bldang KeblJakan Pengemblingan
SDM aparabJr yang _""bangan kar1r $OMAparatur yang Pem.ntapan SOH Aparatur
flit din akuntabel dlteQpI<;on ; pengembangan

• Tlpe PenllhitulllfOn: _ IomuIaUf ; SOM Aparatur
• SIImber cUlta: t.aporan ASdep ID pada

Depud Bldang $OM Aparatur
2. Persontil5O I_nsl yang • Formullsl Penghltungan: (Jumlah

menerapkan kebiJakan Sasa ran Kemenlerian/lembaga don Pemdo y.ng
Klnelja Pegawal (SKP) teloh mene<apkan SKPdol.m pengukUl1l"kln..,. pegawal) / (Jumlah

Kernenlertan/lernbaga don Pernda) x 1~;
• Tlpe Penghltungan: KumuIatf;
• sumber dati: laporon MoneY Asdep ID

pada Deputi Bldang SOMApamtur
3. Persontilse ;nslanSf pemerintllh • Formulill Penghltungln: (Jumlah

yang meiakukan penataan Kementerion/LembagO vang telah melakukan
Jabalan PN$ penat'llan jabatan PNS) I (Jumlah

Kernentet1al1/lernbaga) • I~ ;
• Tlpe PenghlbJngan: _tit ;
• SUmber data: laporon HasI Monitoring

don evaluasi Oeputi Bldang SOMAparatur

Lamphn4
Poraturan _ N<garo
PMdayigUnian Aparatur Negaq
dan _. BlroI<riIsiR.""bllk1_.
Nom« 117 Tlh", 2011
Tanggal AJj 0-.. 2011



IV. Terwujudnya I. lumlah peraturan/kebljakM • formula.' Penghltungln : Jumlah pengembangln AsI",," Deput!
po"ega""" Integrltas dlbldongSOM Aparatu, Peratu,an Jl(ebijabn SCM Ajlaratur _ng Keblj.1""" Poneg_"""
SOH aparatur yang _!<an lrugrlllls SOHAj)OnItur yang P_""n Integrltas SOM
fol, .w._ku"lalMl diteIapI<an ; Integrltas SOM Aparatvr

• lIpe Penghltungan: ,... kumulatif; AparabJr

• SUmber data: lJlporonAsdep IVpado
OepuUBldangSOMAparatu'

2. _lISe penurunon tingleat • Formula" Ponghlhlngln: (lumlah
~ disipIin PHS peIaIWoran disiplin PHS"'hun ill- Jumlah

pelanggarondi!ipIIn PHSlahun Ialu)l
(lumlah pelanggaran ~plln PHSllIhun 100u)
X 100%;

• Tlpe Po"uhltvng.n: Nonkumulatif;
• Sumber data: LlIporan_ Asdep IV

pad> Oeputi BIdang SOHAj)OnItur

V. TenwJudnya 1. Jumlah peronnn/k<b[Jo""n • Formull" Penghltungan : _ Pengembiln9an _"Depull
ko.. jahteraa" SOM dibldongSCM A""rat.. Peroturan /KeboJabnSOMAparalur bldang Keb!Ja""n Kesel_hle ... n
lparatur yang talr kesej_hte"",n SOMApo,aru, yang Kcsejahteraan SOM Aporatur
dan Ikuntlbei dlte,bltl<an; SOM Aparatur

• Tlpe Ponghltu"ga": ,... Iwmulatif;
• SUmber dati: Lapotan Asdel> Vpad>

DepuUBklangSOHAporotur

2- JumlDh dokumen lapof8n ha$ll • Fonnu1asl Pe.nghltungln: Jumlah
... IISlskeblj.leanpe11lngkatan dokumen,"poran hasll enall,.. kebljalean
penghasllanPNS penlogleatanpenghasilonPNS;

• Tlpo Pe"ghltv"gao: Non Iwmulatif;
• SUmber data: laporan Asdep Vpada

0epuU BIdang SOM Aparatur

',' .";.: ~ , .~•• " '!l ~,'11'1" (. _, '" 'il :.- _" ' . I' ;('~'J'\' , z,
- __ -_._- - - __ , _ ........x.:._":_:r_.:l. .I,

Lampir>n 4
PefiJturan ~ N"egara
PendllyaoUMan AParatur NC!Oar'adinRMorma~e_,. Rel'Ull'k1_
Homor '17 T.".., 2011
Tanggal"" 0IttDber 2011



'C. _.."~_;J"_.~:.'. 1'-,'1: ",.11• I", .~I, " I,. ",' 'I: • .(-.''I: . ..
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3. ""'SCnlllS<!Ungkatpenyusunon • Formulasl Penghltvngan: (lumlah
StondarlsaslPeringkal Jallallln Slandar peMglcat jenlS jallaI'M PNSyang
bogIPNS telah tel>usun/ lumlah SIlIndarperingkat

jeris jabaton PHSyangsd>anJsnya
disusun) x l00'M>;

• l1pe Penghltungln: Kumuialif;
• SUmber data: lapo,.n Molle.Asdepv

pada Oepud BldangSOMApa,.tur
4. lumlah Instan,; _lritah • Formulul Penghltungan: Jumiah _

yangtdah_ pomeri_ yang teIah meIolaAcon
perneMgbllln jaIlatan pomeringbllln jaballln ("".luasI jallaL>n);

• l1pe Ponghltungan: Non kumulalif;
• Sumber data: laporan Hasll Mooltotlng

dan EvoluaslOepud _119 SOMAparalur
S.

--- yang • Formulasl Ponghltvngan: (lufriah
rnonyuooo Informasl jabaIlIn ~don_yang
dalam rangb penyusunan telah monyusunInfonna51Jallalllndalam
slsttm remunerasl berdasorl<an rangka penyusunan sistem remunerast
nlMtsystem berdasarkonmerit system) I (lumlah

I(en,,,,,"'rlan,ltembaga dan Pemda) x 100'110;
• l1pe Ponghltungan: KumuI:Jlif;
• SUmber data: lAporan MoneY Asdop v

pada 00puti Bidang SIlM Aparatw

Lamp;non~
Perclturan Merari Hegara
Pendayig""''' .."........"'90"
dOn _.~ _51 Re,lubllk1_
_ 47 T....... 20U
Tanggol "I ot!obe- 2011



• Formulasl Penghltungan: (Jumlah Pemda yang
telah melakukan penataon kalatolaksanaan dengan
balk) I (Jumlah Pemda) x 100% ;

• Til'" penghltungan: Kumulatlf ;
• $Umber data: Laporan hasll evaluasl Deputi Bidang

Tato laksana

3. seseetase 1"""0$1 pemerlntah
daerah yang melakukan
penataan ketatalaksanaan
dengan balk

• Fonnulasl Penghltungan: (Juml.>h
Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penown
kalatolaksanaan dengan balk) I (Jumlah
Kementerlan/l.embaga ) x 100% ;

• Tlpe Penghltungan: Kumulatif ;
• $Umber data: Laporan hasll evaluasl DepyU Bidang

Tata labana

2. PersentaseI"""~ penertetah
pusat yang melakukan
penataan ketatalak$anaan
dengan balk

Deputl Bidang Tala
LamnaKebljakan di bldangTala laksana (UU, PI', Perpres, Per.

Men. PAN dan Ra) yang dlterllitklln;
• l1pe Penghltungan: Non kumuiatir;
• SUmber data: Sekretariat Tata Laksana

•Jumlah pe<aturaO/kebijakan
dibldang ketlllalaksanaan

Tenvujudnya
penyelengga",an tata
laksana pemerlntah yang
efisien, efektif dan
akuntabeJ

4. IndUcator IClnerja Utama E$elon I

menyfapkan pe!\lmuSlln kebljakan dan koordinaSlpelaksanaan kebljaJosn dl bldang lata laksana
Deputl 8Jdang TataJaksana

V.

1. Na... Un~ CRganisasi

2. Togas
3. Fongsl

a. penylOponperwnusen kabijakan dl bldang ketlllalal<sana.n pemerinlahan;
b. _nasi pelaksanaan kebijakan dl bldang ketllialaksanaan pemerlnlahan;
c. pemantauan, anaflsls, evaluasl, dan pelaporan ten-tang masalah atau keglatan dl bldang ketatalaksanaan pemerlnt!lhan; dan
d. pelak$Onaantugas lain yang diberikan oleh Menterl Nogara PANdan R8.

lAmjlIron 5
Petaturan Mena!ri rftgara
Pmlay_ AporaIUf Neg ...
danReIonna" 8lrokr.l~ Repubik1_
Nomot Lf? Tahun 2011
T._I "" 0_ 20U



Fonnulasi : 8erdasarkan Pengembanga_" Asisten Deputi
efektlfttas bidangTala laksana alaS lumlah Petatu"," /Kebijakan bidang Kebljakan, Tata Hubungan
pelaksanaan tata tata &aksana (001 PP, Perpres, Per. t-1en. PAN koordJnasl dan Penyelenggaraan
hubungan dan RB) yang ditetbitbn ; Evaluasi Tam Pemerintahan
penyelenggaraan • Tlpe Penghltungan: Non kumulatff ; Hubungan
pemenntahan • Sumber data: Lapcxan hasil kegiatan Asdep Penyelen99araan

[ Tala laksana Pemerintahan

•
yang melaksanal<anpenalaan Kementerian fl,.embaga dan Pemda yang
tata hubungan melaksanal<anIaIB hubongan) / (lumlah

Kementerian /1.embagadan Pemda)x 100%;
• Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
• Sumber data: taporen hasil Monitoring dan

EValuaslAsdep [ pada Depu~ 8100ngTata
laksona

II Menlngkatnya 1. Jumlah dl • Fonnu_'asi Penghltungan : Berdasar1<an Pengembangan
etektlftta. blOOngadmlnlstrasl umum alas Jumlah Per.turan /pedoman dl blOOng Kebljakan, Pengembangan
pelaksanaan tata .dmlniStraSl umum yang dltcrbltl<an ; koordlnasl dan Sistem
laksana admlnlstrasl • Tlpe Penghltungan: Non kumulatlf ; Evaluasi Tata Administrasi
umum • Sumber data: laporan hasil keglalan Asdcp Laksana Umum

n pada Deputi lIldang Tala laksana Admlnistra5i Pemenntahan
Umum

2. •
yang mcnerapkan xeneoteran /LembOga dan Pemda yang
Peratumn/kebUakan/pedomon telah men""pl<an Peroturon/kebljolcan
dl bidang admlnlstrasi umum /pedoman dl blOOngadmlnlstl'asi umum) I

(lumlah Kementerian /LembOga dan Pemda)

S. Indlkator Klnerja Utama Eseion II

~~n5
PetaWtan Meotet1 Heg.al'i
PtncSIIyagunaan Aparatur Negara
dan ReformMi Blrolaasl Repubtik Indonesia
""'- 47 Tohun 2011
To'_' N1 Oktobeo"2011
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II

SAl1JANHAStLsunR KEGlATAN

RINC1AN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAl POLISI KEHUTANAN nNGKAT AHU DAN ANGKA KREOITNVA

lAMPlRAN II , PERAl1JRAN MENl£RI NEGARA
PENIlAYAGUNMN APAAAl1JR NEGARA
DAN REFORtMSIBIROKAASI
NOMOR 17TAHUH 2011
TANGGAt.· 07 Maret 201t
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dan
....... n "... pored,,."

petlgencla~.ln

BUTIR KEGIATANSUB UNSUR
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SATUAH HASILBunR KEGIATANSU9UNSUR



59

BUTlR K£GIATAIISU8UNSURNO
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orin" yang .

BUTtR KEGIATANSUB UNSUR



SATUAN HllSil

61

BUTIR KEGIATANNO



62

BUTOR KEGIATAN
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8UTIR KEGIATAN



'.0 UNSUA SU8UN$UR EIU11RK£GlA1AH $.\TlWI_ AHGKA PElAKSANA
""EOO 'lCEGlATAH- • . -_ - .- . '-~~ .~ .

I , 3 •G PelDletlan veI-' "'tUrj"flI~n1aon"Y1 ~oIOh_rkaw ....nNI\I~ V.ng bClQlItR$ual6tng." ~ I~

a. Sa<jWlOIV ...... $0 .......-e P.... - GoIo. ,.. s.mu."",I"",
e ....... ...... " . s.n.u._no

H K4;JItin PenyNl'Nlin tSAR)-...."""" f.!$~...~ PMIt'ebmaal' (SAR,di It.rQtMI H<-~ Soao ....... ... s......_
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JENJANG JABATAHI GOLONGANRUANG DAN ANGKA KREDlT
JABAlAH FUNGSIONALPOllSI KENUTANAN

NO. UNSUR PERSENTASE PELAKSANA
PEMULA

PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENVElIA

U/a 11/1> II/e IUd UVa 111/1> Ullc IIl/d

• UNSURUTAJolA

A P.-...,
1 P.nctdik;arl. sekotab ~ 25 25 25 25 2S 25 25

2 0.0(1_1

>SOy. . 12 28 ~. 60 .00 14D 22D
B Tuoss Pf)kOI!.

C ~t"lJtmba.nganp.rofes!

2 UHSURPENUHJAHG

Kt9 ..w. yang rnenut\*'9 pelakaana.oan s 20% . 3 7 11 15 2S 35 S5..~.t."~ tetll.4Il1Mn

JUMLAH 25 40 60 80 100 ISO 200 300

JUMLAHANGKA KREDIT KUMULATlF IoIINIMAL
UNlUK PENGANGKATAHDAN KEHAIKAHJABAlAHlPAHGKAl
POllSI KEHUTAHANTERAMPlLDENGANPEHDIDlKAHSMKlSMA

lAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ~IEGARA
PENOAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASt BIROI(RA$I
NOMOR 11 TAJ-IUN201l
TANGGAt. • 07 Maret 2011



JENJANGJASATAN/GOLONGAIl RUANG DAIl ANGKA KREDfT
JABATAH FUNGSIONAL POUSI KEHUTANAN

NO. UNSUR PERSENTASE
PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PEHYEUA

IV. II/d JIll. IIl/b IItlc "lid

1 UNSURUTAMA

A. PendICl,ttMI

I PtfldlCl.lkJl1 se)tOI3h 60 60 60 60 60 60
2 Dlklal

B Tug," Patak UO% . 16 J2 72 112 192

C.P~""""

2 UNSUR PENUNJANG
KlitQ\8lan )'ang menc:h.lll.ung petak.sanlan keglalll1 S 20'1. . • • " 2' .akepoU'"'" "ehJ~n

JUMLAh 60 10 fOO flO 200 lOO

JUMLAHANGIIA KREDITKUMULAnF MINIMAL
UNTUKPEHGAHGIIATAHDANKENAIIlAN JABATANIPANGIIAT

POUSI KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIOIKAN DIPLOMA III

LAMPlRAN IV PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA
DAN REFORMASI 91ROI<RASI
NOf.IOA '7TAHUN2011
TANGGAL 07Matel2011



'"

J£HJAHCJA8ATAHlGOlOJrlGAHRUAHG OAH AHG.KA KR£Dn

JASATAN FWiGStOHAL POUSt K£HUTANAH
NO. UHSU.R PtASEHTASE

PERTAMA MOj'" MAOYA

1111. 01... IIUc IIl1d IV/a 'VIti IVI.

1 UNSURUTAMA

...-..., P...,oO"" Mt.olah '00 100 ,00 100 '00 '00 '00

2. O.IIJ.,
8 TugNPoko~ .."" <0 eo '60 ". 360 ...
C P"IVII,IC*.,,, ptOIcsI

2 UH$UR PEH\JHJANO
KGi!;llal\,.1If\g tI'iOn6~UD;,JP411at,IMII1I1.nl.e!JleLilIi '20% I. ,., •• eo 00 ,,.,
kepoiJ~ ~eftuUlna"

JUMlAH 100 ,.. 200 >00 <00 ... '00

JUMlAH ANGKA KREDITKUNUl.Anf MINIMAL
UNTUK PEHOANGKATAHDAN K£NAIKAN .,IABATANJPAHGKAT

POLIS! KEHUTA,HAl"AHU OENOANPENDIOIKANSAAJANA (S1)1D{PLOMAIV

LAMPIRANV PEAA1'URAHMENrEru NEGAAA
PENDAYAGUNMN APARATuR NEOARA
OAN REFORMASI 8tROt<AASI
NOMOA. 17 rN«JN 2011
T~ 071Mr1120tt



JENJANG JABATANI GOLOHGAH AU,AHG DAN AHGK.A KREOIT

JABAlAH 'UHG.$IONAL POUSI KEH-VTANAH
NO. UHSUA. PERSENTASE

ItERTAMA """'" MAOVA

IIIb ••• ... M. IV" IVI<

1 UNSURUTAMA

A "'Mdlkan

1 Pt!I ii1 ..... oUft 15<> 15<> 15<> 15<> ISO 15<>

,"....
8 fUO"~ "0% . '0 120 200 320 "0
C Penvombang~nproift'fli

2 UKSUR PEHUNJA.NO

l<4Igiilllift yang ".~Wt9 pdab.,..,. k~8q '20% . 10 )() 5<> 80 110
~C'pooI'!l14n_eltutllnt"

JUMLAH "" ... 100 ... "'" ,..

JUMLAH ANG~ KREDfT KUlo1ULATIF MINIMAl.
UNTUK PEHGANGKATAH DAN KENAIKAN JABATANJPAHGKAT

POU.SI K-£HUTAHAH OeNGAH PEHCMOO(AH'ASCA $.AJUANA (52)

LAMPtRAN VI. PEAATURAN MeNlERI NEGARA
PENQAYAGJNA,AH APARAT ..... NeGAAA
""" A£FORs4ASIBOIlOl<AASl
,OAOR 17TAHUN2011
lANCiGAL 07 ~ .. 20'1



MENTER' NEGARA
PEI'IDA'q.GUNAAN APARATUR NEGARA

, Q N REFORMA$'B'ROKRAS'fro, ,," .'
- 1~-- e.~ .uN~.

•..~'

JIEMJANGJ.ABATAHI GOLOHGAN RUAHG DAN AJilCKA KMDtl
JABATAN fUNGSJONAl.POUSIKEHUTAHAJf

NO. UNSUA PERSEHTASE
MIl" MADYA

nv, IIUd 'VI. IV/b IVlc

• UNSURUTAMA

"
_ ....
'Pft ....If'!tet.cIIn 200 "'" 2\10 200 ,..
z ""''''

B lUIJM Pollok ,'0% eo .eo 280 '00
C P~1'IQ1IIft ptCIfesi

Z UNSUR PENUM..t;',HG

~"'IIIIQ ~ poAakNn • .., .. .., ... S2O% 20 010 70 .00~" "C:~'I'I«\
JUMLAH 200 so. aoe ,SO 7••

JUMLAH ANGKA KREOfT KUMULA 'OF MINIMAl.
UHTUK PENGAHGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAl
POLISaKEHUT"'I'I"'I'I AHLI OENGANPEHDIDIKAHDOKTOR(6))

LAtAPtRAN VII PERATURAN MtNt(AI NEGARA
PENOA.YAGUNMN APAAA1\JR t..'EGAAA
OAH REF()rRI.IA5I 81ROKRASI
tQ.«)ft 11lNUf 2011
TAHGGAl 07~20"



••

MENTER. NEGARA
--:-:;~E~N~DA;Y'AGUNAANAPARATUR NEGARA
~ FORMAS. B.ROKRASI
_-4..4-9~

1111'1 $ARJANA ("V D'V 'CO 113 '25 .36 .'"
SARJAJ'" f$t)l 0 N '50 .64 '15 •• '97

2 ~
PASCA SARJAHA ($21 .50 .68 .77 .88 '99

SARJANA ~S')'D'V 2CO 7.l' 2<7 27. ""
.1I1e PMCA $AAJANA ~SZl 2CO m 2" 273 296

DOKTOR/S3) 2CO m 25. 275 296

SARJANA (S1JI 0 IV 3CO m 3<5 368 191

!IUd PAseA IiAAJANA ~S2) 3CO 325 3-<7 370 393

DOKTOR (53) 3CO 327 3<9 3n J95

HO GotONGAI'I RUI..t.G

ANOKA I(REOfT KUMULATIF

UNTUK PEHyeSUAIANII~jPASSIHC BACI JABATAN FUtlGSlOflAl POUS1KEHUTANAIl TINGXAT AHll

LAMPIAANVlII PEAATVAAN ME'~TERINEOARA
PENDAVAOUNAANAPARATVRNEGARA
DAN REFORMASI81ROKRASI
'IOJ.tOR l1TAHUN20ll
TANGQAL 01 t.tar.t :OIl


